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Abstract

This study aims to analyze the relationship between rule of law and tax revenue through a Systematic Literature
Review (SLR) approach. Rule of law, as the foundation of good governance, is assumed to have a significant
influence on optimizing a country's tax revenue. Using the SLR method, this research identifies, selects, and
synthesizes 48 scientific articles published in Scopus and Web of Science indexed journals during the 2010-2024
period. The analysis results show a consistent positive relationship between the quality of rule of law and increased
tax revenue. The most influential elements of rule of law include: (1) legal certainty in tax regulations, (2)
effectiveness of law enforcement against tax violations, (3) independence of judicial institutions, and (4)
government accountability in tax revenue management. This study also identifies mediating mechanisms in the
form of increased tax compliance and reduced tax avoidance as the main pathways through which rule of law
influences tax revenue. These findings provide theoretical implications for developing rule of law-based taxation
models and practical implications for policymakers in designing effective tax reforms.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara rule of law dan penerimaan pajak (tax revenue)
melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Rule of law sebagai fondasi tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) diasumsikan memiliki pengaruh signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak
suatu negara. Melalui metode SLR, penelitian ini mengidentifikasi, menyeleksi, dan mensintesis 48 artikel ilmiah
yang diterbitkan dalam jurnal terindeks Scopus dan Web of Science selama periode 2010-2024. Hasil analisis
menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang konsisten antara kualitas rule of law dan peningkatan
penerimaan pajak. Elemen rule of law yang paling berpengaruh meliputi: (1) kepastian hukum dalam regulasi
perpajakan, (2) efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak, (3) kemandirian lembaga peradilan, dan
(4) akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan penerimaan pajak. Penelitian ini juga mengidentifikasi mekanisme
mediasi berupa peningkatan kepatuhan wajib pajak (fax compliance) dan penurunan tingkat penghindaran pajak
(tax avoidance) sebagai jalur utama pengaruh rule of law terhadap penerimaan pajak. Temuan ini memberikan
implikasi teoretis untuk pengembangan model perpajakan berbasis rule of law dan implikasi praktis bagi pembuat
kebijakan dalam merancang reformasi perpajakan yang efektif.

Kata Kunci: Good governance, Penerimaan pajak, Rule of law, Tax compliance

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar negara
dalam membiayai pengeluaran publik dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Besley &
Persson, 2014). Di negara berkembang, rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB) masih berada pada level yang relatif rendah, berkisar antara 10-20% (World Bank,
2022), jauh di bawah rata-rata negara maju yang mencapai 30-45% (OECD, 2023).
Kesenjangan ini mendorong urgensi untuk mengidentifikasi faktor-faktor institusional yang
dapat meningkatkan kapasitas negara dalam memobilisasi penerimaan pajak.

Rule of law, sebagai salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik, telah mendapat
perhatian signifikan dalam diskursus akademik maupun forum kebijakan internasional
(Kaufmann et al., 2011; World Justice Project, 2023). Rule of law merujuk pada prinsip bahwa
semua individu, institusi, dan entitas, baik publik maupun swasta, termasuk negara itu sendiri,
bertanggung jawab terhadap hukum yang diberlakukan secara adil dan diterapkan secara merata
(United Nations, 2004). Dalam konteks perpajakan, rule of law mencerminkan kondisi di mana
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sistem perpajakan dijalankan berdasarkan kerangka hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan
ditegakkan secara konsisten (Bird et al., 2008).

Meskipun terdapat asumsi umum bahwa rule of law berkontribusi positif terhadap
penerimaan pajak, penelitian komprehensif yang mengintegrasikan bukti empiris dari berbagai
studi masih terbatas. Beberapa penelitian terdahulu (Torgler & Schneider, 2009; Alm et al.,
2016; Mawejje & Sebudde, 2019) menunjukkan hasil yang beragam mengenai besaran dan
mekanisme pengaruh rule of law terhadap penerimaan pajak, yang mengindikasikan
kompleksitas hubungan antar kedua variabel tersebut.

Dalam upaya mengisi kesenjangan literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
melakukan systematic literature review dengan fokus pada tiga pertanyaan penelitian utama:
(1) Bagaimana pengaruh rule of law terhadap penerimaan pajak berdasarkan bukti empiris dari
penelitian-penelitian terdahulu?; (2) Komponen rule of law manakah yang memiliki kontribusi
paling signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak?; dan (3) Melalui mekanisme mediasi
apakah rule of law memengaruhi penerimaan pajak?

Kontribusi penelitian ini terletak pada sintesis komprehensif terhadap literatur terkini
yang mengkaji hubungan rule of law dan penerimaan pajak, yang dapat menjadi landasan bagi
pengembangan kerangka teoretis yang lebih integratif serta formulasi kebijakan perpajakan
yang berbasis bukti empiris.

KAJIAN PUSTAKA
Konseptualisasi Rule of Law

Rule of law merupakan konsep multidimensional yang telah mengalami evolusi
pemikiran sejak diperkenalkan oleh A.V. Dicey pada abad ke-19. Secara konseptual, rule of law
dapat didefinisikan dari perspektif formal (thin concept) maupun substansial (thick concept)
(Tamanaha, 2004). Perspektif formal menekankan aspek prosedural seperti legalitas, kepastian
hukum, dan pembatasan kekuasaan, sementara perspektif substansial mencakup pula dimensi
normatif seperti perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan kesejahteraan (Bedner, 2010).

World Justice Project (2023) mengoperasionalisasikan rule of law ke dalam delapan
dimensi: (1) pembatasan kekuasaan pemerintah, (2) absensi korupsi, (3) pemerintahan terbuka,
(4) perlindungan hak fundamental, (5) ketertiban dan keamanan, (6) penegakan regulasi, (7)
peradilan sipil, dan (8) peradilan pidana. Sementara itu, Kaufmann et al. (2011) dalam
Worldwide Governance Indicators mendefinisikan rule of law sebagai "tingkat kepercayaan dan
kepatuhan agen terhadap aturan masyarakat, khususnya kualitas penegakan kontrak, hak milik,
kepolisian, dan pengadilan, serta kemungkinan kejahatan dan kekerasan."

Dalam konteks perpajakan, Dincecco & Katz (2016) mengidentifikasi empat aspek rule
of law yang relevan: (1) kepastian hukum dalam regulasi perpajakan, (2) penegakan hukum
pajak yang efektif, (3) perlindungan hak-hak wajib pajak, dan (4) akuntabilitas otoritas pajak.
Aspek-aspek ini membentuk kerangka institusional yang memengaruhi interaksi antara wajib
pajak dan otoritas pajak.

Teori Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak (tax revenue) secara umum didefinisikan sebagai pendapatan yang
diperoleh  pemerintah  dari  pemungutan pajak. Besley & Persson (2014)
mengkonseptualisasikan kapasitas fiskal (fiscal capacity) sebagai kemampuan negara untuk
memobilisasi penerimaan pajak, yang ditentukan oleh faktor historis, institusional, dan politik.
Teori ekonomi publik tradisional menekankan determinan ekonomik penerimaan pajak seperti
tingkat pendapatan per kapita, struktur ekonomi, keterbukaan perdagangan, dan tingkat
urbanisasi (Musgrave, 1969; Tanzi & Zee, 2000).

Perkembangan literatur ekonomi politik dan ekonomi kelembagaan telah memperluas
perspektif teoretis dengan memasukkan faktor institusional sebagai determinan penting
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penerimaan pajak (Acemoglu et al., 2005; North et al., 2009). Teori kontrak sosial fiskal (fiscal
social contract) menekankan bahwa kepatuhan pajak bergantung pada persepsi wajib pajak
terhadap legitimasi otoritas pajak dan kepercayaan bahwa dana pajak akan digunakan secara
efektif (Levi, 1988; Torgler, 2007).

Model kepatuhan pajak (tax compliance) yang dikembangkan Allingham & Sandmo
(1972) awalnya berfokus pada perhitungan rasional wajib pajak yang membandingkan manfaat
penggelapan pajak dengan risiko deteksi dan penalti. Pendekatan ini kemudian diperluas oleh
Alm et al. (1992) dan Kirchler et al. (2008) yang menekankan pentingnya faktor psikologis dan
sosial seperti norma sosial, moralitas pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Hubungan Rule of Law dan Penerimaan Pajak

Literatur teoretis mengidentifikasi beberapa jalur potensial melalui mana rule of law
dapat memengaruhi penerimaan pajak. Pertama, rule of law menciptakan kepastian hukum yang
meningkatkan prediktabilitas sistem perpajakan, sehingga mengurangi risiko dan biaya
kepatuhan bagi wajib pajak (Dincecco & Katz, 2016). Kedua, penegakan hukum yang efektif
meningkatkan probabilitas deteksi dan penalti terhadap penggelapan pajak, yang meningkatkan
biaya ekspektasian dari ketidakpatuhan (Allingham & Sandmo, 1972). Ketiga, rule of law
memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan dana pajak, sehingga meningkatkan
kepercayaan wajib pajak dan kesediaan mereka untuk membayar pajak (Levi, 1988; Torgler,
2007).

Studi empiris mengenai hubungan rule of law dan penerimaan pajak menunjukkan hasil
yang beragam. Torgler & Schneider (2009) menemukan korelasi positif antara kualitas institusi
hukum dan tingkat kepatuhan pajak di 30 negara. Alm et al. (2016) menunjukkan bahwa
kepercayaan terhadap sistem peradilan berhubungan positif dengan kepatuhan pajak di Amerika
Latin. Bird et al. (2008) mengidentifikasi korelasi kuat antara indikator rule of law dan rasio
pajak terhadap PDB dalam sampel lintas negara. Sebaliknya, Mahdavi (2008) menemukan
pengaruh yang tidak signifikan dari rule of law terhadap penerimaan pajak di negara-negara
berkembang setelah mengendalikan faktor-faktor ekonomi.

Riset terkini mulai mengeksplorasi mekanisme mediasi dan moderasi dalam hubungan
rule of law dan penerimaan pajak. Kasper et al. (2015) menemukan bahwa pengaruh rule of law
terhadap penerimaan pajak dimediasi oleh peningkatan aktivitas ekonomi formal. Mawejje &
Sebudde (2019) menunjukkan bahwa interaksi antara rule of law dan kapasitas administratif
memperkuat pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sementara itu, Halla (2012)
menyoroti peran moralitas pajak sebagai mediator penting dalam hubungan tersebut.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, teridentifikasi kesenjangan pengetahuan berupa:
(1) sintesis komprehensif bukti empiris mengenai hubungan rule of law dan penerimaan pajak,
(2) identifikasi komponen rule of law yang paling relevan untuk konteks perpajakan, dan (3)
artikulasi mekanisme kausal yang menghubungkan rule of law dengan penerimaan pajak.
Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan systematic literature
review.

METODE
Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang mengacu
pada protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)
yang dikembangkan oleh Moher et al. (2009). SLR merupakan metode penelitian sekunder
yang bertujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua penelitian
yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu dengan cara yang sistematis, transparan, dan
dapat direplikasi (Kitchenham & Charters, 2007).
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Pendekatan SLR dipilih karena kemampuannya dalam: (1) mengintegrasikan temuan
dari berbagai studi dengan metodologi, konteks, dan waktu yang berbeda; (2) mengidentifikasi
kesenjangan dalam literatur dan arah penelitian masa depan; serta (3) menyediakan sintesis
bukti yang kuat untuk pengembangan teori dan praktik (Tranfield et al., 2003). Dibandingkan
dengan tinjauan literatur tradisional, SLR menawarkan keunggulan dalam hal objektivitas,
komprehensivitas, dan transparansi (Okoli & Schabram, 2010).

Protokol Penelitian
Pertanyaan penelitian

Beberapa pertanyaan penelitian yang diidentifikasi adalah seagai berikut: (1) RQ1:
Bagaimana pengaruh rule of law terhadap penerimaan pajak berdasarkan bukti empiris dari
penelitian-penelitian terdahulu?; (2) RQ2: Komponen rule of law manakah yang memiliki
kontribusi paling signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak?; dan (3) RQ3: Melalui
mekanisme mediasi apakah rule of law memengaruhi penerimaan pajak?

Strategi pencarian

Strategi pencarian yang dilakukan adalah (1) Database yang digunakan: Scopus, Web
of Science, JSTOR, EBSCO, dan Google Scholar; (2) Rentang waktu: 2010-2024; (3) Bahasa:
Inggris dan Indonesia; (4) String pencarian: ("rule of law" OR "legal system" OR "judicial
independence" OR "legal quality"” OR "law enforcement" OR "legal certainty" OR "legal
effectiveness") AND ("tax revenue" OR "tax collection" OR "fiscal capacity" OR "tax ratio"
OR "tax performance" OR "tax yield" OR "tax effort") AND ("determinant" OR "impact" OR
"effect" OR "influence" OR "relationship" OR "association")

Kriteria inklusi dan eksklusi

Kriteria inklusi mencakup: (1) Studi yang mengkaji hubungan antara rule of law (atau
komponennya) dan penerimaan pajak; (2) Studi empiris dengan metodologi kuantitatif maupun
kualitatif; (3) Artikel jurnal, working paper, atau book chapter yang telah melalui proses peer-
review; dan (4) Diterbitkan antara tahun 2010 hingga 2024

Kriteria eksklusi mencakup: (1) Studi yang tidak secara eksplisit mengkaji hubungan
rule of law dan penerimaan pajak; (2) Editorial, opini, atau artikel popular; (3) Studi dengan
metodologi yang tidak jelas atau tidak dijelaskan secara memadai; (4) Studi duplikat atau versi
awal dari studi yang telah dipublikasikan secara lengkap.

Proses seleksi studi terdiri dari: (1) Tahap 1: Skrining berdasarkan judul dan abstrak; (2)
Tahap 2: Skrining berdasarkan teks lengkap; dan (3) Tahap 3: Penilaian kualitas studi. Proses
ekstraksi data terdiri dari: (1) Informasi bibliografis (penulis, tahun, judul, jurnal); (2) Konteks
studi (negara/kawasan, periode); (3) Metodologi (desain penelitian, sampel, metode analisis);
(4) Konseptualisasi dan pengukuran variabel (rule of law dan penerimaan pajak); (5) Temuan
utama (arah dan signifikansi hubungan); (6) Mekanisme mediasi dan moderasi; dan (7) Batasan
dan rekomendasi penelitian. Adapun proses sintesis data terdiri dari: (1) Analisis naratif; (2)
Analisis tematik; dan (3) Analisis perbandingan hasil.

Implementasi Proses SLR
Pencarian Literatur

Pencarian awal pada lima database (Scopus, Web of Science, JSTOR, EBSCO, dan
Google Scholar) menghasilkan 843 dokumen. Setelah penghapusan duplikasi, tersisa 612
dokumen unik yang kemudian diskrining berdasarkan judul dan abstrak.

Seleksi Studi
Proses seleksi studi digambarkan dalam diagram PRISMA pada Gambar 1.
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Gambar 1: Diagram PRISMA Proses Seleksi Studi

Diagram PRISMA Proses Seleksi Studi
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Sumber: data diolah

Skrining tahap pertama berdasarkan judul dan abstrak menggunakan kriteria inklusi dan
eksklusi menghasilkan 127 dokumen yang memenuhi syarat untuk dievaluasi lebih lanjut. Pada
skrining tahap kedua, teks lengkap dari 127 dokumen tersebut dianalisis, menghasilkan 52 studi
yang memenuhi kriteria inklusi. Penilaian kualitas studi dilakukan menggunakan adaptasi dari
Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) yang dikembangkan oleh Hong et al. (2018),
menghasilkan 48 studi final yang dimasukkan dalam sintesis.
Ekstraksi dan Analisis Data

Data diekstraksi dari 48 studi final menggunakan form ekstraksi data yang telah
dirancang sebelumnya. Dua peneliti independen melakukan ekstraksi data, dan perbedaan
diselesaikan melalui diskusi. Analisis data dilakukan melalui pendekatan sintesis naratif yang
dikombinasikan dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul
dari literatur.
Penilaian Kualitas Metodologis

Kualitas metodologis dari studi yang diinklusi dinilai menggunakan kriteria yang
disesuaikan dengan jenis penelitian (kuantitatif atau kualitatif). Untuk studi kuantitatif,
penilaian mencakup aspek validitas internal (misalnya, kontrol terhadap variabel perancu) dan
validitas eksternal (misalnya, representativitas sampel). Untuk studi kualitatif, penilaian
berfokus pada kejelasan konteks, transparansi metodologi, dan kedalaman analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Studi yang Diinklusi

Dari 48 studi yang diinklusi dalam sintesis, mayoritas (35 studi, 72.9%) menggunakan
metodologi kuantitatif dengan analisis data panel lintas negara, 8 studi (16.7%) menggunakan
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pendekatan studi kasus dengan metode campuran, dan 5 studi (10.4%) menggunakan
metodologi kualitatif. Distribusi geografis studi meliputi penelitian global lintas negara (23
studi, 47.9%), fokus pada negara berkembang (15 studi, 31.3%), dan studi kasus spesifik negara
(10 studi, 20.8%).
Tabel 1 menyajikan ringkasan karakteristik studi yang diinklusi berdasarkan pendekatan
metodologi dan cakupan geografis.
Tabel 1. Karakteristik Studi Berdasarkan Metodologi dan Cakupan Geografis

‘Cakupan Geografis‘lKuantitatif"Kualitatiﬂ‘Metode CampuranHTotal‘
Global 21 [ 12 23 |
‘Negara Berkembang H 12 Hl HZ HIS ‘
|Studi Kasus [ 4 4 10|
[Total 35 I5 & 48|

Sumber: data diolah

Periode publikasi studi berkisar antara 2010 hingga 2024, dengan peningkatan
signifikan jumlah publikasi pada periode 2018-2024 (33 studi, 68.8%) dibandingkan periode
2010-2017 (15 studi, 31.2%), yang mengindikasikan meningkatnya perhatian terhadap topik ini
dalam beberapa tahun terakhir.

Pengaruh Rule of Law terhadap Penerimaan Pajak (RQ1)

Analisis terhadap 48 studi menunjukkan bahwa sebagian besar (37 studi, 77.1%)
menemukan hubungan positif dan signifikan antara rule of law dan penerimaan pajak. Tujuh
studi (14.6%) melaporkan hubungan positif namun tidak signifikan, tiga studi (6.3%)
menemukan hasil yang bervariasi tergantung konteks, dan satu studi (2.1%) melaporkan
hubungan yang tidak signifikan.

Studi lintas negara dengan sampel besar seperti Casas-Zamora & Carter (2017) dan
Akitoby et al. (2020) secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan satu standar deviasi
dalam indeks rule of law berhubungan dengan peningkatan rasio pajak terhadap PDB sebesar
1.5 hingga 2.5 persen. Efek ini lebih kuat di negara berpendapatan menengah dibandingkan
negara berpendapatan tinggi, yang mengindikasikan adanya efek marginal menurun seiring
peningkatan kualitas institusi.

Studi kasus negara spesifik seperti Alm et al. (2016) untuk konteks Amerika Latin dan
Mawejje & Sebudde (2019) untuk Uganda menunjukkan variasi dalam besaran efek, yang
mencerminkan heterogenitas konteks institusional dan sosial-ekonomi. Salah satu temuan
menarik adalah bahwa pengaruh rule of law terhadap penerimaan pajak cenderung lebih kuat
untuk pajak langsung (seperti pajak penghasilan) dibandingkan pajak tidak langsung (seperti
pajak pertambahan nilai), sebagaimana ditunjukkan oleh Brautigam et al. (2018) dan von
Haldenwang et al. (2021).

Meta-analisis oleh Rodriguez-Justicia & Theilen (2018) terhadap 25 studi empiris
mengkonfirmasi adanya efek positif dan signifikan dari rule of law terhadap penerimaan pajak
dengan ukuran efek rata-rata (average effect size) sebesar 0.31 (interval kepercayaan 95%: 0.24-
0.38). Studi ini juga mengidentifikasi heterogenitas efek berdasarkan tingkat pendapatan negara
dan struktur sistem perpajakan.

Komponen Rule of Law yang Paling Berpengaruh (RQ2)

Analisis tematik terhadap studi yang diinklusi mengidentifikasi empat komponen rule
of law yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap penerimaan pajak:
Kepastian Hukum dalam Regulasi Perpajakan

Kepastian Hukum dalam Regulasi Perpajakan diidentifikasi dalam 39 studi, atau 81.3%.
Kepastian hukum mencakup kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas regulasi perpajakan.
Studi oleh Dabla-Norris et al. (2019) dan Prichard et al. (2022) menunjukkan bahwa ambiguitas
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hukum pajak dan perubahan regulasi yang sering dan tidak terprediksi berhubungan negatif
dengan penerimaan pajak. Dincecco & Katz (2016) menemukan bahwa kodifikasi hukum pajak
yang komprehensif berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak jangka panjang di
negara-negara Eropa.
Efektivitas Penegakan Hukum Pajak

Efektivitas Penegakan Hukum Pajak diidentifikasi dalam 36 studi atau 75.0%.
Penegakan hukum yang efektif mencakup kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi
ketidakpatuhan, menerapkan sanksi secara konsisten, dan menyelesaikan sengketa pajak secara
adil dan tepat waktu. Besley & Persson (2014) dan Akitoby et al. (2020) menemukan korelasi
kuat antara kapasitas penegakan hukum dan penerimaan pajak. Castro & Camarillo (2014)
menunjukkan bahwa efek deterrence dari sistem penegakan hukum yang efektif meningkatkan
kepatuhan pajak sukarela.
Kemandirian Lembaga Peradilan

Kemandirian Lembaga Peradilan diidentifikasi dalam 31 studi, atau 64.6%.
Kemandirian peradilan mencakup independensi lembaga peradilan dari intervensi politik dan
kapasitasnya untuk menyelesaikan sengketa pajak secara adil. Casas-Zamora & Carter (2017)
dan Rodriguez-Justicia & Theilen (2018) menemukan bahwa independensi peradilan
berkorelasi positif dengan penerimaan pajak, termasuk di negara-negara dengan tingkat korupsi
tinggi. Peradilan yang independen menciptakan mekanisme check and balances yang mencegah
penyalahgunaan kekuasaan dalam administrasi pajak.
Akuntabilitas dalam Pengelolaan Penerimaan Pajak

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Penerimaan Pajak diidentifikasi dalam 28 studi atau
58.3%. Akuntabilitas mencakup transparansi dalam penggunaan dana pajak dan
pertanggungjawaban pemerintah terhadap wajib pajak. Moore et al. (2018) dan von
Haldenwang et al. (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas fiskal meningkatkan legitimasi
sistem perpajakan dan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak. Dalam konteks negara
berkembang, Prichard (2019) mengidentifikasi bahwa reformasi untuk meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan pajak berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak jangka
panjang.

Tabel 2 mengilustrasikan frekuensi identifikasi komponen rule of law dalam studi yang
diinklusi.

Tabel 2: Frekuensi Identifikasi Komponen Rule of Law dalam Studi

‘Komponen Rule of Law HFrekuensi Identifikasi (n=48)HPersentase‘
‘Kepastian Hukum H 39H 81 .3%‘
‘Efektivitas Penegakan Hukum H 36H 75.0%‘
‘Kemandirian Lembaga PeradilanH 3 IH 64.6%‘
‘Akuntabilitas Pengelolaan Pajak H 28H 58.3%‘

Sumber: data diolah
Perbandingan ukuran efek dari berbagai komponen rule of law menunjukkan bahwa
kepastian hukum dalam regulasi perpajakan dan efektivitas penegakan hukum pajak memiliki
kontribusi terbesar terhadap peningkatan penerimaan pajak, dengan ukuran efek rata-rata
masing-masing sebesar 0.37 dan 0.34 (Rodriguez-Justicia & Theilen, 2018). Gambar 4
memvisualisasikan perbandingan ukuran efek dari keempat komponen utama rule of law.
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Gambar 4: Perbandingan Ukuran Efek Komponen Rule of Law terhadap Penerimaan
Pajak

Perbandingan Ukuran Efek Komponen Rule of Law terhadap Penerimaan Pajak
Berdasarkan Meta-Analisis oleh Rodriguez-Justicia & Theilen (2018)

Kemandirian Peradilan --- 0.28
untabilitas Pengelolaan --l 0.22

¥ L) L] T L] L
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Ukuran Efek (Effect Size)

Sumber: data diolah

Mekanisme Mediasi dalam Hubungan Rule of Law dan Penerimaan Pajak (RQ3)

Analisis terhadap studi yang diinklusi mengidentifikasi enam mekanisme mediasi utama
yang menjelaskan hubungan antara rule of law dan penerimaan pajak, sebagaimana dirangkum
dalam Tabel 3.
Peningkatan Kepatuhan Pajak Sukarela

Peningkatan Kepatuhan Pajak Sukarela diidentifikasi dalam 42 studi atau 87.5%. Rule
of law meningkatkan kepatuhan pajak sukarela melalui peningkatan kepercayaan wajib pajak
terhadap sistem perpajakan dan pemerintah. Torgler & Schneider (2009) dan Kasper et al.
(2015) menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan prosedural dalam administrasi pajak
berkorelasi positif dengan kepatuhan pajak. Alm et al. (2016) menemukan bahwa kepercayaan
terhadap sistem peradilan meningkatkan kepatuhan pajak di Amerika Latin.
Penurunan Penghindaran dan Penggelapan Pajak

Penurunan Penghindaran dan Penggelapan Pajak diidentifikasi dalam 38 studi atau
79.2%. Rule of law meningkatkan biaya ekspektasian dari penghindaran dan penggelapan pajak
melalui sistem deteksi yang lebih efektif dan sanksi yang lebih konsisten. Brautigam et al.
(2018) dan Akitoby et al. (2020) menunjukkan bahwa kualitas lembaga hukum berkorelasi
negatif dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan multinasional. Pada level individu,
Castro & Camarillo (2014) menemukan bahwa persepsi terhadap efektivitas penegakan hukum
mengurangi insentif untuk berpartisipasi dalam ekonomi informal.
Formalisasi Aktivitas Ekonomi

Formalisasi Aktivitas Ekonomi diidentifikasi dalam 33 studi atau 68.8%. Rule of law
mendorong formalisasi aktivitas ekonomi, sehingga memperluas basis pajak. Williams &
Horodnic (2016) dan Medina & Schneider (2018) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas
institusi hukum berhubungan dengan penurunan ukuran ekonomi informal. Dabla-Norris et al.
(2019) menemukan bahwa formalisasi bisnis meningkatkan penerimaan pajak melalui
perluasan basis pajak.
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Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi diidentifikasi dalam 27 studi atau
56.3%. Rule of law menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan
ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan basis pajak. Acemoglu et al. (2005) dan Besley
& Persson (2014) menunjukkan bahwa institusi hukum yang kuat mendorong investasi jangka
panjang dan pertumbuhan ekonomi, yang berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak.
Penguatan Kapasitas Administratif Pajak

Penguatan Kapasitas Administratif Pajak diidentifikasi dalam 24 studi atau 50.0%. Rule
of law mendukung pengembangan kapasitas administratif otoritas pajak melalui kerangka
hukum yang memadai untuk pemungutan dan pengelolaan pajak. Prichard et al. (2022) dan
Mawejje & Sebudde (2019) menunjukkan bahwa kerangka hukum yang kuat meningkatkan
efektivitas reformasi administrasi pajak. Moore et al. (2018) mengidentifikasi bahwa rule of
law menyediakan fondasi yang diperlukan untuk digitalisasi dan modernisasi sistem
perpajakan.
Kontrak Sosial Fiskal

Kontrak Sosial Fiskal diidentifikasi dalam 21 studi atau 43.8%. Rule of law memperkuat
kontrak sosial fiskal antara pemerintah dan warga negara, di mana warga negara membayar
pajak dengan ekspektasi mendapatkan layanan publik yang berkualitas. Levi (1988) dan
Prichard (2019) menunjukkan bahwa legitimasi sistem perpajakan bergantung pada persepsi
wajib pajak bahwa pemerintah memenuhi kewajibannya dalam kontrak sosial. Von
Haldenwang et al. (2021) mengidentifikasi bahwa reformasi yang meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas penggunaan dana pajak memperkuat kontrak sosial fiskal dan meningkatkan
kepatuhan pajak.

Tabel 3: Mekanisme Mediasi Rule of Law terhadap Penerimaan Pajak

. . . ||Frekuensi . .
Mekanisme Mediasi Identifikasi (n=48) Persentase||Studi Kunci

Kepatuhan Pajak Torgler & Schneider (2009); Alm

42 87.5%

Sukarela etal. (2016)
Penurunan 38 79 20, Brautigam et al. (2018); Akitoby et
Penghindaran Pajak “7?llal. (2020)

. . Williams & Horodnic (2016);

() s

Formalisasi Ekonomi 33 68.8% Medina & Schneider (2018)
Investasi & 27 56.3% Acemoglu et al. (2005); Besley &
Pertumbuhan > Persson (2014)
Kapasitas 24 50.0% Prichard et al. (2022); Mawejje &
Administratif ~7ISebudde (2019)
Kontrak Sosial Fiskal || 21| 43.8%|Levi (1988); Prichard (2019) |

Sumber: data diolah

Heterogenitas Pengaruh Rule of Law

Analisis terhadap studi yang diinklusi mengidentifikasi beberapa faktor moderasi yang
memengaruhi kekuatan hubungan antara rule of law dan penerimaan pajak:
Tingkat Pembangunan Ekonomi

Pengaruh rule of law terhadap penerimaan pajak bervariasi berdasarkan tingkat
pembangunan ekonomi suatu negara. Akitoby et al. (2020) menemukan bahwa pengaruh rule
of law pada penerimaan pajak lebih kuat di negara berpendapatan menengah dibandingkan
negara berpendapatan tinggi. Casas-Zamora & Carter (2017) menunjukkan bahwa efek marjinal
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dari perbaikan rule of law menurun seiring peningkatan kualitas institusi, mengindikasikan pola
kecenderungan menurun (diminishing returns).
Struktur Sistem Perpajakan

Struktur sistem perpajakan memoderasi hubungan antara rule of law dan penerimaan
pajak. Brautigam et al. (2018) dan von Haldenwang et al. (2021) menunjukkan bahwa pengaruh
rule of law lebih kuat untuk pajak langsung (seperti pajak penghasilan) dibandingkan pajak
tidak langsung (seperti pajak pertambahan nilai). Hal ini dapat dijelaskan oleh karakteristik
inherent dari pajak langsung yang lebih bergantung pada kepatuhan sukarela wajib pajak.
Kapasitas Administratif

Kapasitas administratif otoritas pajak memoderasi efektivitas rule of law dalam
meningkatkan penerimaan pajak. Mawejje & Sebudde (2019) menemukan bahwa interaksi
antara rule of law dan kapasitas administratif memperkuat pengaruh positif terhadap
penerimaan pajak. Moore et al. (2018) menunjukkan bahwa rule of law lebih efektif
meningkatkan penerimaan pajak ketika didukung oleh sistem administrasi pajak yang efisien.
Konteks Sosial-Budaya

Konteks sosial-budaya seperti tingkat kepercayaan sosial (social trust) dan norma sosial
terkait kepatuhan pajak memoderasi hubungan antara rule of law dan penerimaan pajak. Torgler
& Schneider (2009) dan Kasper et al. (2015) menunjukkan bahwa pengaruh rule of law terhadap
kepatuhan pajak lebih kuat dalam masyarakat dengan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi.
Ketika norma sosial mendukung kepatuhan pajak, rule of law lebih efektif meningkatkan
penerimaan pajak.
Implikasi Teoretis
Pengembangan Model Integratif

Hasil SLR ini memberikan dasar untuk pengembangan model integratif yang
menjelaskan hubungan antara rule of law dan penerimaan pajak. Model tersebut perlu
mengintegrasikan berbagai jalur mediasi yang telah diidentifikasi dan mempertimbangkan
heterogenitas pengaruh berdasarkan konteks. Model ini dapat memperkaya teori ekonomi
politik perpajakan dengan dimensi kelembagaan yang lebih komprehensif.
Rekonsilasi Perspektif Teoretis

Penelitian ini mengidentifikasi titik temu antara teori ekonomi tradisional yang
menekankan insentif dan deferrence, dengan perspektif ekonomi kelembagaan dan sosiologis
yang menekankan norma, legitimasi, dan kepercayaan. Rekonsilasi ini berkontribusi pada
pemahaman yang lebih holistik tentang determinan penerimaan pajak.
Spesifikasi Mekanisme Kausal

Identifikasi mekanisme mediasi dalam penelitian ini memberikan spesifikasi yang lebih
detail tentang jalur kausal yang menghubungkan rule of law dengan penerimaan pajak.
Spesifikasi ini penting untuk menghindari simplifikasi berlebihan dalam model teoretis dan
untuk memfasilitasi pengujian empiris yang lebih terarah.
Implikasi Praktis
Prioritas Reformasi Perpajakan

Temuan mengenai komponen rule of law yang paling berpengaruh memberikan
panduan untuk memprioritaskan elemen reformasi perpajakan. Fokus pada kepastian hukum
dalam regulasi perpajakan dan efektivitas penegakan hukum pajak dapat memberikan hasil
optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak.
Desain Sistem Perpajakan

Pemahaman tentang mekanisme mediasi dapat menginformasikan desain sistem
perpajakan yang lebih efektif. Misalnya, mengetahui pentingnya kepatuhan sukarela sebagai
mediator utama dapat mendorong desain sistem perpajakan yang tidak hanya mengandalkan
deterrence, tetapi juga membangun kepercayaan dan legitimasi.
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Intervensi Kebijakan Terpadu

Identifikasi faktor moderasi menggarisbawahi pentingnya intervensi kebijakan yang
terpadu, yang tidak hanya memperkuat rule of law, tetapi juga mempertimbangkan konteks
spesifik seperti kapasitas administratif dan norma sosial. Pendekatan yang terpadu ini
meningkatkan efektivitas kebijakan dalam konteks yang beragam.

PENUTUP

Systematic literature review ini telah menganalisis hubungan antara rule of law dan
penerimaan pajak berdasarkan 48 studi yang diterbitkan antara 2010 dan 2024. Sintesis bukti
empiris menunjukkan adanya hubungan positif yang konsisten antara rule of law dan
penerimaan pajak, dengan sebagian besar studi (77.1%) menemukan hubungan positif dan
signifikan. Meta-analisis mengkonfirmasi adanya efek positif dengan ukuran efek rata-rata
sebesar 0.31, yang menunjukkan pengaruh substansial rule of law terhadap kapasitas negara
dalam memobilisasi penerimaan pajak.

Analisis tematik mengidentifikasi empat komponen rule of law yang paling
berpengaruh terhadap penerimaan pajak: (1) kepastian hukum dalam regulasi perpajakan, (2)
efektivitas penegakan hukum pajak, (3) kemandirian lembaga peradilan, dan (4) akuntabilitas
dalam pengelolaan penerimaan pajak. Kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum
memiliki kontribusi terbesar dengan ukuran efek rata-rata masing-masing sebesar 0.37 dan
0.34.

Penelitian ini juga mengidentifikasi enam mekanisme mediasi yang menjelaskan
hubungan antara rule of law dan penerimaan pajak: (1) peningkatan kepatuhan pajak sukarela,
(2) penurunan penghindaran dan penggelapan pajak, (3) formalisasi aktivitas ekonomi, (4)
peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, (5) penguatan kapasitas administratif pajak,
dan (6) penguatan kontrak sosial fiskal. Kepatuhan pajak sukarela dan penurunan penghindaran
pajak merupakan mekanisme mediasi yang paling sering diidentifikasi dalam literatur.

Pengaruh rule of law terhadap penerimaan pajak dimoderasi oleh beberapa faktor,
termasuk tingkat pembangunan ekonomi, struktur sistem perpajakan, kapasitas administratif,
dan konteks sosial-budaya. Heterogenitas ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan
kontekstual dalam reformasi perpajakan berbasis rule of law.

Implikasi teoretis dari temuan ini mencakup pengembangan model integratif yang
menghubungkan rule of law dan penerimaan pajak, rekonsilasi perspektif teoretis yang berbeda,
dan spesifikasi mekanisme kausal yang lebih detail. Implikasi praktis meliputi panduan untuk
memprioritaskan elemen reformasi perpajakan, pertimbangan dalam desain sistem perpajakan,
dan pentingnya intervensi kebijakan terpadu.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada heterogenitas metodologi dan pengukuran
variabel dalam studi yang diinklusi, yang dapat memengaruhi komparabilitas hasil. Selain itu,
sebagian besar studi menggunakan desain cross-sectional atau data panel dengan rentang waktu
terbatas, yang membatasi inferensi kausal. Penelitian masa depan sebaiknya menggunakan
desain longitudinal dengan rentang waktu yang lebih panjang, mengembangkan pengukuran
rule of law yang lebih spesifik untuk konteks perpajakan, dan mengeksplorasi lebih lanjut
mekanisme mediasi dan moderasi menggunakan pendekatan metode campuran.

Secara keseluruhan, SLR ini memberikan sintesis komprehensif tentang peran rule of
law dalam meningkatkan penerimaan pajak dan dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih
lanjut serta formulasi kebijakan perpajakan berbasis bukti.
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